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ABSTRACK 

This study aims to examine the policy analysis of the covid-19 vaccine 

certificate which is used as a condition to travel in simeulue regency. Thish 

research also discusses the challenge and supports regarding its implementation. 

This study uses a qualitative method with a descriptive approach. In collecting 

data the author uses the method of observation, interviews, documentation and 

audio-visual documents and data analysis techniques using the method of 

reduction, presentation and drawing conclusions. The result of this study indicate 

that the community is happy or agrees with the Covid-19 Vaccine Certificate 

policy even though at first the policy was implemented there were still people who 

refused to vaccinate but over time the community began to realize the importance 

of Vaccination, and this was proven by the fulillmen of all indicators of success. 

Policy implementation based on Edward III’s theory of successful policy. 

 

Keyword : Policy, Satisfaction, Covid-19 Vaccine Certificate  
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji analisis kebijakan dari sertifikat 

vaksin covid-19 dimana dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan di 

Kabupaten Simeulue. Penelitian ini juga membahas tentang tantangan dan 

dukungan tentang pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan medote kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan 

metode observasi, wawancara, dokumentasi serta dokumen audio-visual dan 

teknik analisis data menggunakan metode reduksi, penyajian dan penarikan 

kesimpulan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat senang atau 

setuju atas kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 meskipun awal mula 

dilaksanakan kebijakan tersebut masih ada masyarakat yang menolak melakukan 

Vaksinasi namun seiring dengan berjalannnya waktu masyarakat mulai sadar akan 

pentingnya melakukan Vaksinasi, dan dibuktikan dengan terpenuhinya semua 

indikator keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan teori keberhasilan 

impelementasi kebijakan Edward III.  

 

Kata Kunci : Kebijakan, Kepuasan, Sertifikat Vaksin Covid-19 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Pandemi Covid 19 telah melanda dunia termasuk Indonesia. Covid-19 

merupakan singkatan dari kata “CO” yang berarti “COrona”, “VI” adalah 

“VIrus”, dan “D” adalah “Disease” (Penyakit). Sementara angka “19” 

menunjukkan tahun ditemukannya varian virus tersebut, yakni tahun 2019. Covid 

19 ialah penyakit menular yang di sebabkan oleh sindrom pernapasan akut corona 

virus 2 (Sars-CoV-2). Pertama kali penyakit ini di temukan pada Desember 2019 

di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China, dan sejak saat itu menyebar secara 

global di seluruh Dunia. Wabah penyakit tersebut sangat mengguncang 

masyarakat Dunia, hingga hampir 200 Negara di Dunia yang terkena Virus ini 

termasuk juga Indonesia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran Virus Covid 19 

ini pun dilakukan oleh Pemerintah di Negara-negara Dunia guna untuk memutus 

rantai penyebaran Virus Covid 19 ini, yang di sebut dengan istilah Lockdown dan 

social distancing. (Levani et al., 2019) 

Corona virus (Covid) merupakan keluarga besar Virus yang menyebabkan 

penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius 

seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan sindrom pernapasan akut 

Berat/Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Penyakit ini terutama 

menyebar diantara orang-orang melalui tetesan tetesan pernapasan dari batuk dan 

bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastik dan stainless 

steel (Kemendagri, 2020:3). Sesuai hal tersebut, coronavirus harus bisa berpindah 
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melalui perantara dengan media tangan, baju ataupun lainnya yang terkena tetesan 

batuk dan bersin. (Levani et al., 2019) 

Indonesia telah menjadi salah satu Negara positif Virus Corona (Covid-

19). Kasus pertama yang terjadi di Indonesia dialami oleh warga Depok , Jawa 

Barat. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana 

Kepresidenan, Jakarta pada hari senin, 2 maret 2020. Menurut Bapak Joko 

Widodo, kedua warga tersebut merupakan seorang ibu usia 64 tahun dan putrinya 

yang berusia 31 tahun. Keduanya diduga tertular virus corona karena adanya 

kontak dengan warga Negara Jepang yang datang ke Indonesia. Warga jepang 

tersebut terdekteksi corona karena setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di 

Malaysia. Tim Kementrian Kesehatan (Kemenkes) melakukan penelusuran 

terhadap warga lainnya yang sebelumnya melakukan interaksi dengan warga 

Negara jepang tersebut selama di Indonesia. (Iskak et al., 2021) 

Dalam upaya mengembalikan kondisi dunia sebagaimana sebelum 

pandemi, telah diusung program Vaksinasi oleh Pemerintah diseluruh Dunia, 

termasuk Indonesia. Vaksinasi Covid-19 telah mengalami perjalanan yang 

panjang untuk memastikan keamanan dan keampuhannya melalui berbagai 

penelitian dan uji coba. Program Vaksinasi dianggap kunci dalam mengakhiri 

pandemi karena dapat digunakan dalam rangka mengurangi angka morbiditas dan 

mortalitas serta membentuk kekebalan kelompok terhadapa Virus Covid-19 

(Satgas Covid-19). Namun perjalan Vaksin hingga diterima dengan baik dan 

didistribusikan kepada masyarakat luas saat ini membutuhkan proses yang lebih 

panjang karena masih terdapat pro dan kontra terhadap Vaksinasi (Hakam,2021). 
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Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen yang apabila 

diberikan pada seseorang maka dapat menimbulkan kekebalan spesifik secara 

aktif terhadap suatu penyakit tertentu (Kemenkes, 2020). Pemberian Vaksin 

biasanya dilakukan untuk mencegah maupun mengurangi pengaruh infeksi akibat 

patogen tertentu. Patogen atau Mikroorganisme parasite merupakan agen Biologis 

yang menyebabkan penyakit pada inangnya (Levinson,2008).  

Seperti Vaksin lainnya, Vaksin Covid-19 dapat melindungi tubuh dari 

penyakit yang disebabkan oleh Covid-19 dengan cara menstimulasi imunitas 

spesifik tubuh dengan pemberian Vaksin tersebut. Oleh Karena iitu Vaksin 

merupakan senjata utama yang digunakan dalam menghentikan laju suatu Wabah, 

khususnya pada Pandemi Covid-19. Indonesia sendiri melakukan langkah 

antisipasi yang ketat pencegah Covid-19 dalam bentuk program Vaksinasi. 

 Vaksin diedarkan secara berkala dan sesuai dengan tingkat risiko 

pekerjaan atau usia yang mudah terpapar Virus Covid-19. Pada gelombang satu 

periode Januari-April 2021 Pemerintah mewacanakan distribusi Vaksin tertuju 

kepada tenaga Kesehatan, petugas Pelayanan Publik, dan masyarakat lanjut 

usia..pada gelombang dua periode April 2021-Maret 2022, giliran masyarakat 

rentan yang tinggal didaerah mudah tertular dan masyarakat lainnya yang 

mendapat Vaksinasi Covid-19 (Iskandar et al, 2021). Menurunkan angka 

kematian akibat Covid-19, mencapai imunisasi kelompok untuk melindungi 

masyarakat, melindungi dan memperkuat seluruh sistem kesehatan, serta menjaga 

produktifitas untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi merupakan tujuan 

dari program Vaksinasi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah (Satgas Covid-

19,2021c). 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, inti permasalahan dari penelitian 

ini yaitu : 

1. Bagaimana Kepuasan Masyarakat atas Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Simeulue Wajib Sertifikat Vaksin Covid-19 Bagi 

Penumpang yang ingin menaiki  kapal? 

2. Apa saja tantangan dan dukungan Pemerintah dalam menerapkan 

Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 di Pelabuhan Feri Simeulue? 

 

1.3 Fokus Penelitian 

 

Penelitian ini di fokuskan kepada kepuasan masyarakat atas Kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Simeulue Wajib Sertifikat Vaksin Covid-19 bagi 

penumpang yang ingin menaiki kapal, dimana Sertifikat Vaksin Covid-19 

dijadikan syarat naik kapal dari Simeulue menuju Meulaboh. Tujuan nya untuk 

kebaikan dan keamanan bersama di masa Pandemi Covid 19 yang kini masih 

mewabah.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui bagaimana Kepuasan Masyarakat atas Kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Simeulue Wajib Sertifikat Vaksin Covid-19 

bagi penumpang yang ingin menaiki kapal 
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2. Mengetahui apa saja tantangan dan dukungan Pemerintah dalam 

menerapkan Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 di Pelabuhan 

Feri Simeulue? 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

 

   a.  Secara Teoritis 

         Penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan wawasan pengetahuan 

dan pemahaman lebih terkait Kepuasan  Masyarakat atas Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Simeulue Wajib Sertifikat Vaksin Covid-19 jika ingin menaiki kapal. 

 

   b.  Secara Praktis 

       Penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan wawasan pengetahuan 

dan pemahaman serta referensi dan dapat membantu masyarakat dan 

menyadarkan masyarakat  dalam memberikan informasi akan  pentingnya 

melakukan vaksinasi diera Wabah Virus Covid 19 ini. 

 

1.6 Sistematika  Penulisan 

 

Agar dapat memberikan gambar yang jelas terkait alur penelitian ini, maka 

penulis jabarkan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I   : Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, fokus     

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : Tinjauan Pustaka 
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Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu sebagai referensi, 

landasan teori serta konsep-konsep yang berkaitan variable 

penelitian. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Bab ini terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan penelitian, 

sumber data, informan penelitian, instrumen penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisi data, uji kredibilitas data dan 

jadwal penelitian. 

BAB IV  : Hasil Penelitian  

Bab ini memuat hasil penelitian yang didapat dari data yang   

diperoleh di lapangan berupa dokumentasi serta jawaban tertulis 

dari informan berdasarkan hasil wawancara. 

BAB V : Pembahasan 

Bab ini terdiri dari pembahasan serta uraian hasil penelitian dari 

data-data yang diperoleh ketika melakukan penelitian. 

BAB VI : Penutup  

    Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 

Hasil dari penelitian terdahulu merupakan referensi yang sangat 

bermanfaat bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Terkait dengan vaksinasi 

yang wajib dilakukan tentu saja merupakan hal yang sudah di teliti sebelumnya. 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang juga meneliti tentang hal ini namun 

terdapat perspektif yang berbeda-beda dan tentunya terdapat juga beberapa 

persamaan.  

 Penelitian yang terkait vaksinasi yang dilakukan oleh (Ati, 2022)  dengan 

judul penelitian Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Vaksin 

Covid-19 di Desa Belantih Kecamatan Kintamani. Berdasarkan hasil penelitian ini 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Vaksin Covid-19 di Desa 

Belantih Kecamatan Kintamani adalah puas yaitu sebanyak 93,3% responden. 

Berdasarkan hasil presentase pada masing-masing karakteristik kepuasan 

diperoleh hasil Tangibles 54,2% masyarakat mengatakan puas, Reliability 54,5% 

masyarakat mengatakan puas, Responsiveness 55,4%  masyarakat mengatakan 

puas, Assurance 65,3% masyarakat mengatakan puas, dan empathy 60,6% 

mengatakan puas masyarakat mengatakan puas. 

 Adapun persamaan penelitian ini  dengan penelitian penulis ialah 

penelitian ini juga meneliti kepuasan masyarakat terhadap program Vaksinasi, 

sementara penelitian peneliti juga meneliti kepuasan masyarakat terhadap 

Vaksinasi. Dan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan metode 
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penelitian deskriptif kuantitatif sementara penelitian peneliti menggunakan 

metode penelitian kualitatif. 

 Penelitian yang lainnya dilakukan oleh (Kafrawi, 2022) dengan judul 

Implikasi Sertifikat Vaksin CoronaVirus Disease (Covid-19) Terhadap Pelayanan 

Publik, berdasarkan hasil penelitian ini adalah Sertifikat Vaksin Covid-19 layak 

menjadi syarat administrasi dan merupakan bentuk iktikad baik pemerintah, 

namun akuntablitas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah belum 

sepenuhnya dikatakan maksimal.  

 Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-

sama berfokus pada Sertifikat Vaksin Covid-19 namun yang membedakannya 

penelitian ini wajib Sertifikat Vaksin yang dijadikan syarat administrasi dalam 

pelayanan publik sedangkan penelitian penulis wajib Sertifikat Vaksin dijadikan 

syarat untuk melakukakan perjalanan seperti menaiki kapal feri. 

 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Alfina, 2022) dengan judul 

penelitian Problematika Persyaratan Sertifikat Vaksin Pada Ruang Publik. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan 

persyaratan kebijakan Sertifikat Vaksin di ruang publik dinilai melanggar asas 

keadilan dan diskriminatif. Dilihat dari belum meratanya distribusi vaksin di 

berbagai daerah serta sulitnya akses dan jangkauan vaksin Covid-19. 

 Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-

sama berfokus pada Sertifikat Vaksin dan sama-sama menggunakan metode 

penelitian kualitatif. Dan yang membedakannya yaitu penelitian ini bertempat di 

Kota Salatiga, Jawa Tengah sementara penelitian penulis bertempat di Kabupaten 

Simeulue. 
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2.2 Kebijakan  

 

 Kebijakan  merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana 

program dan keputusan yang dilaksanakan para aktor (pihak terkait) sebagai 

upaya dalam memecahkan permasalahan yang di hadapi (Herdiana, 2018) dalam. 

(Desrinelti et al., 2021).  

Sebuah kebijakan merupakan hal yang penting dalam mencapai suatu 

tujuan dalam organisasi, kebijakan terdiri dari dua aspek  yaitu : (a) Kebijakan 

merupakan sebuah bentuk respon mengenai kejadian yang terjadi untuk 

menghasilkan harmonisasi dari pihak yang berkepentingan, menciptakan intensif 

atas prilaku pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas kerja 

bersama, (b) Kebijakan merupakan sebuah praktik sosial kebijakan bukanlah hal 

yang bersifat tunggal maupun terisolir. Artinya bahwa kebijakan merupakan suatu 

hal yang dihasilkan oleh pembuat kebijakan (Pemerintah) sebagai bentuk 

perumusan yang didasari oleh peristiwa yang terjadi dimasyarakat. Peristiwa 

tersebut dilahirkan dari proses kehidupan bermasyarakat yang bukan bersifat 

asing, terisolasi dan berdiri sendiri bagi masyarakat (Iskandar 2012) dalam 

(Desrinelti et al., 2021). 

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan merupakan 

usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan  juga sebagai bentuk dalam 

memecahkan permasalahan dengan menggunakan fasilitas tertentu dan dalam 

waktu yang telah ditetapkan. Sebuah kebijakan bersifat mendasar, hal ini 

dikarenakan kebijakan dapat dijadikan pedoman dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan bersama.  
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2.3 Implementasi Kebijakan 

 

            Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk 

mencapai suatu tujuan. Impelementasi kebijakan biasanya dilakukan oleh suatu 

individu, lembaga pemerintahan ataupun swasta. Implementasi berhubungan 

dengan berbagai kegiatan yang difokuskan pada terlaksananya program. Dalam 

hal ini diperlukam suatu administrasi yang dapat mengatur atau mengorganisir 

kebijakan, menginterpretasikan serta menerapkan kebijakan yang sudah disepakati 

sebelumnya (Harbani, 2010) dalam (Kurniawan & Maani, 2020) 

 Impelementasi kebijakan merupakan suatu proses penterjemahan peraturan 

kedalam bentuk tindakan sehingga dalam praktiknya impelementasi kebijakan 

dapat dikatakan sebagai suatu proses yang sangat kompleks dan bermuatan politis 

karena ada pengaruh dari berbagai kepentingan (Agustino, 2016) dalam 

(Kurniawan & Maani, 2020) 

 

2.4 Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan 

 

           Ada beberapa indikator keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Edward III dalam (Agustino, 2016) di antaranya : 

2.4.1 Sumber Daya 

 

Sumber daya terbagi menjadi 4, yaitu : 

a. Sumber Daya Manusia (SDM) 

SDM merupakan salah satu hal yang penting dalam implementasi 

kebijakan. Hal tersebut dikarenakan SDM merupakan pelaksana dari 

kebijakan itu sendiri. Ketersediaan SDM yang memadai sangat 

menentukan keberhasilan dari impelementasi kebijakan. Tanpa adanya 
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SDM maka dapat dipastikan kebijakan tidak akan dapat 

diimplementasikan. 

b. Kewenangan 

Wewenang bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan, kewenangan 

merupakan legitimasi atau otoritas bagi pelaksana dalam melaksanakan 

kebijakan yang telah ditetapkan secara politik 

c. Fasilitas 

Fasilitas juga faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. 

Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi dan memiliki 

wewenang dalam melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas 

pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 

d. Anggaran 

Anggaran yang tidak mencukupi salah satu hal yang sangat menghambat 

proses implementas. Maka dari itu ketersediaan anggaran yang cukup 

menjadi salah satu hal yang sangat esensial. 

         

2.4.2 Komunikasi  

        

            Komunikasi yang baik menentukan kesepahaman yang baik pula. Hasil 

yang diraih apabila komunikasi dilakukan dengan baik adalah kemungkinan 

keberhasilan yang tinggi dalam aspek koordinasi. Hal tersebut sangat dibutuhkan 

dalam implementasi kebijakan karena tanpa adanya komunikasi dan koordinasi 

yang baik maka sangat sulit untuk meraih hasil yang diinginkan dalam 

implementasi kebijakan. 
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2.4.3 Struktur Birokrasi 

 

            Dalam implementasi kebijakan struktur birokrasi juga memegang peranan 

yang sangat penting. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan kebijakan 

tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya 

dilakukan, dan mempunyai keinginan dalam melaksanakan kebijakan, 

kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasikan karena 

terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks 

menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak 

kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebagiankan 

sumber daya menjadi tidak efektif dengan jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai 

pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan 

secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.  

 

2.4.4 Disposisi 

 

            Disposisi atau kecenderungan-kecenderungan merupakan salah satu faktor 

yang memiliki konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. 

Jika para pelaksana memiliki kecenderungan atau sikap positif atau adanya 

dukungan terhadap implementasi kebijakan maka kemungkinan besar 

implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. 

Sebaliknya, jika para pelaksana negatif atau menolak implementasi kebijakan 

karena konflik maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang 

serius. 
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2.5 Kepuasan 

 

Kepuasan (satisfaction) berasal dari bahasa latin yaitu satis yang berarti 

enough atau cukup dan facio yang berarti to do atau melakukan, sehingga 

kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuh kebutuhan sesuatu atau 

membuat sesuatu memadai. Kepuasan juga bisa didefinisikan sebagai persepsi 

terhadap sesuatu yang telah memenuhi harapannya. Oleh karena itu, seseorang 

tidak akan puas apabila mempunyai persepsi bahwa harapannya belum terpenuhi, 

seseorang akan merasa puas jika persepsi nya sama atau lebih besar yang di 

harapkan. 

      Menurut Kotler dan Keller (2009:138-139)  dalam (Wibisono & , 2016) 

kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari 

perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan 

harapan-harapannya.   

2.6 Kapal  

 

Kapal laut menjadi salah satu alat transportasi yang sangat dibutuhkan 

dalam operasional lau. Selain di gunakan untuk mengangkut penumpang, kapal 

juga bisa berguna untuk menngangkut segala jenis barang melalui transportasi 

laut. 

Kapal Feri merupakan sarana angkutan penyebrangan yang dapat 

mengangkut penumpang, kendaraan, maupun ternak dari satu daratan ke daratan 

yang lain. Kapal feri mempunyai peranan penting dalan sistem pengangkutan bagi 

banyak kota dipesisir pantai , membuat transit langsung antar kedua tujuan dengan 
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biaya lebih kecil dibandingkan jembatan atau terowongan dalam (Nugroho, Seto ; 

Kurniawati, 2014) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kapal adalah 

kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dan sebagainya) 

terbuat dari kayu atau besi, ertian satu atau lebih, bergeladak, digerakkan oleh 

mesin atau layar. Arti lain dari kapal adalah kulit yang menebal dan mengeras. 

 

Gambar 2.1 Kapal Feri Penyebrangan Simeulue -Meulaboh 

2.7 Penumpang 

 

Setiap alat transportasi akan berfungsi jika adanya penumpang yang 

menggunakan alat tranportasi tersebut. Penumpang merupakan salah satu unsur 

yang membuat suatu pelayanan itu akan berjalan.  

Penumpang adalah seorang yang diangkut ataupun yang harus diangkut 

didalam pesawat udara ataupun alat pengangkut lainnya, atas dasar persetujuan 

dari perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut, 

Damadjati (1995 : h.75) dalam (Alim, 2016) 
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Penumpang bisa dikelompokkan dalam dua kelompok : 

 Penumpang yang naik suatu mobil tanpa membayar, apakah dikemudikan 

oleh pengemudi atau anggota keluarga 

 Penumpang umum adalah penumpang yang ikut dalam perjalanan dalam 

suatu wahana bisa berupa taksi, bus, kereta api, kappa ataupun pesawat 

terbang. 

Pengertian penumpang diatas sangatlah luas maka dapat disimpulkan 

penumpang dapat diartikan seseorang (individu) dan satu perusahaan (kelompok) 

yang menggunakan alat transportasi untuk suatu perjalanan tertentu dengan 

mengeluarkan sejumlah uang sebagai imbalan bagi pengangkut. Dengan kata lain 

dapat didefenisikan orang telah membeli tiket, berarti orang yang melakukan 

perjalanan dengan menggunakan alat transportasi yang di sediakan oleh pihak 

pengangkutan atau perusahaan niaga dan terikat kontrak dan persetujuan dengan 

pengangkut tertera didalam tiket dengan pengangkut selama perjalanan, dalam 

(Alim, 2016) 

 

2.8 Kerangka Konseptual 

 

            Menurut Kuncoro (2009:4) dalam (Damanik, 2020) menjelaskan kerangka 

konseptual adalah pondasi utama dari proyek penelitian , hal ini merupakan 

jaringan hubungan antar variabel yang secara logis diterangkan, dikembangkan 

dan dielaborasi dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi melalui proses 

wawancara. Konsep utama dalam penelitian ini adalah Analisis Kebijakan 

Sertifikat Vaksin Covid-19 Terhadap Kepuasan Penumpang Kapal Penyebrangan 

Feri Simeulue-Meulaboh. Untuk memudahkan penjelasan ini , maka konsep 

penelitian sebagai berikut. 
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ANALISIS KEBIJAKAN SERTIFIKAT VAKSIN COVID-19 TERHADAP 

KEPUASAN KAPAL PENYEBRANGAN VERY SIMEULUE -MEULABOH 

Rumusan 

Masalah 

Bagaimana Kepuasan Masyarakat atas Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Simeulue Wajib Sertifikat Vaksin Covid-19 Bagi 

Penumpang Yang Ingin Naik Kapal, dan Apa Saja Tantangan 

dan Dukungan Pemerintah dalam Menerapkan Kebijakan 

Sertifikat Vaksin di Pelabuhan Simeulue 

Tujuan 

Penelitian 

Mengetahui Kepuasan masyarakat atas Kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Simeulue Wajib Sertifikat Vaksin 

Covid-19 Bagi Penumpang yang ingin naik Kapal, dan untuk 

mengetahui apa saja Tantangan dan Dukungan pemerintah 

dalam menerapkan Kebijakan Sertifikat Vaksin di Pelabuhan 

Simeulue. 

Teori yang di gunakan adalah 

Teori Implementasi Kebijakan 

Edward III 

Aktor 

yang 

terlibat 

Yang terlibat dalam penelitian ini adalah Masyarakat dan 

pemerintah terhadap kepuasan masyarakat wajib sertifikat 

vaksin Covid-19 bagi Penumpang Kapal KMP Teluk 

Sinabang. 

Gambar 2.2  Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

 

Lokasi dilakukannya penelitian ini bertempat di Kabupaten Simeulue, 

yang terletak di Kecamatan Teupah Barat. Fokus penelitian ini yaitu pada 

kepuasan  masyarakat atas kebijakan  pemerintah dimana sertifikat vaksin di 

jadikan syarat untuk menaiki kapal Simeulue menuju Meulaboh dengan alasan 

ingin melihat apakah masyarakat setuju atau tidak atas kebijakan pemerintah 

tersebut. 

 

3.2 Pendekatan Penelitian 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif 

menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono 2015). 

     Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif, 

pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang memberikan gambaran serta analisa 

hasil secara umum (Sugiyono, 2015).  Melalui metode ini untuk memperoleh 

deskripsi atau gambaran terkait Kepuasan Masyarakat Atas Kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Simeulue Wajib Sertifikat Vaksin Bagi Penumpang Kapal Simeulue 

Menuju Meulaboh. 
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3.3 Sumber Data 

 

            Menurut Sugiyono (2018:456), sumber data dapat di bagi menjadi 2 yaitu ; 

1. Sumber Primer 

          Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari 

sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.  

 

2. Data Sekunder 

             Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan 

data kepada   pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.  

 

3.4 Informan Penelitian 

 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik penentuan informan 

secara “purposive sampling” yang merupakan teknik penentuan informan dengan 

pertimbangan kesesuaian dengan konteks permasalahan dalam penelitian 

(Sugiyono, 2015). 

 

Tabel 3.1 

Tabel Penentuan Informan 

No Informan Jumlah 

1. Kepala Dinas Perhubungan Aceh 1 Orang 

2. Petugas Kapal Penyebrangan Feri Simeulue 10 Orang 

3. Masyarakat Simeulue 2 Orang 
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3.5 Instrumen Penelitian 

 

            Arikunto (2000:223) dalam (Listrik et al., 2015) menjelaskan instrumen 

penelitian  dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 

manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya bahwa segala sesuatunya 

belum mempunyai bentuk yang pasti. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan 

sepanjang penelitian itu, dalam keadaan yang tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak 

ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat 

mencapainya. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpukan data sebagaimana yang 

di jelaskan oleh (Creswel:266) di antaranya : 

1. Observasi 

    Observasi merupakan langkah pengumpulan data dengan turun 

kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktifitas individu-individu di 

lokasi penelitian, suatu kegiatan berupa pengamatan  yang bersifat open-

ended. Dalam hal ini, penulis dapat mengajukan pertanyaan umum yang 

ingin diketahui terkait persoalan yang akan diteliti. 

2. Wawancara 

     Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui percakapan 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui 

perantara seperti telepon. Kegiatan ini melibatkan dua belah pihak yang 

mengajukan pertanyaan dan yang menjawab pertanyaan. Kegiatan ini 

dimaksudkan untuk memunculkan opini dari para partisipan. 
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3. Dokumentasi 

      Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen 

baik yang bersifat publik seperti artikel, laporan dan Koran maupun 

dokumen yang bersifat privat seprti e-mail, buku harian dan surat. 

4. Materi Audio-Visual 

     Materi Audio-visual merupakan data berupa suara/bunyi seperti 

rekaman suara, serta berbentuk visual seperti foto dan video, aplikasi 

komputer dan lain sebagainya dalam benuk digital. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 

Miles dan Huberman, sebagaimana yang di kutip oleh Sugiyono 

(2014:247) dalam (Pratiwi, 2017)  mengemukakan bahwa teknik analisis data 

terbagi menjadi 3, diantaranya : 

1. Reduksi Data 

    Reduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Penyajian Data 

    Penyajian data ialah kegiatan yang dilakukan dengan cara menarasikan 

data yang telah di reduksi baik yang disajikan dalam bentuk teks naratif, 

grafik, table maupun bagan yang mengantarkan peneliti kepada proses 

analisis dan penarikan simpulan penelitian. 

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi 
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   Setelah data direduksi dan disajikan maka langkah selanjutnya adalah 

penarikan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Kesimpulan peneliti baru di nyatakan kredibel jika bukti yang 

kuat sudah didapatkan pada proses  pengumpulan data. 

 

3.8 Uji Kredibilitas Data 

 

Menurut Sugiyono (2015) menyatakan bahwa uji kredibilitas dapat 

dilakukan dengan cara melakukan pengamatan, lebih lanjut, menekuni lebih 

dalam, triangulasi, melakukan diskusi bersama dengan teman , menganalisis kasus 

negatif, meninjau referensi dan member check. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan uji kredibilitas data dengan 

meningkatkan ketekunan dengan cara melakukan pengamatan lebih lanjut dengan 

lebih teliti. Kegiatan ini bukan hanya menganalisa hasil penelitian secara ekspilit 

namun juga mengkaji makna implisit dibaliknya sehingga dapat disajikan 

deskripsi data yang sistematis dan kredibel. 

 

3.9 Jadwal Penelitian 

 

      Jadwal beserta rangkaian kegiatan dalam melaksanakan penelitian ini 

dimulai dari bimbingan, pelaksanaan perbaikan proposal, pelaksanaan seminar 

proposal sampai ujian sidang skripsi. Berikut ini jadwal dan rangkaian 

pelaksanaan penelitian. 
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Tabel 3.2 

 Rancangan Jadwal Penelitian 

 

 

 

No 

 

Kegiatan 

Tahun 2021-2022 

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Tahap I 

1.  Persiapan 

Penelitian 

            

2.  Observasi 

Awal 

            

3. Menulis 

Proposal 

            

4. Seminar 

Proposal 

            

Tahap II 

8. Penelitian 

Lapangan 

            

9. Pemilahan 

data 

            

10. Analisi 

data 

            

Tahap III 

11. Penulisan 

Hasil 

Penelitian 

            

12. Konsultasi             

13. Seminar 

Hasil 

            

14. Perbaikan             

Tahap IV 

15. Sidang             
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1      Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1    Profil Kabupaten Simeulue  

    Simeulue adalah salah satu kabupaten di Aceh, Indonesia. Berada 

kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh, Kabupaten simeulue 

berdiri tegar di Samudera Indonesia. Kabupaten Simeulue merupakan 

pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak peningkatan status pada tahun 

1996 dan peresmian pada tahun 1999, dengan harapan pembangunan 

ditingkatkan di kawasan ini. Luas wilayah Kabupaten Simeulue yaitu 2.310 

KM2 , terletak antara 02o 02’ 03” – 02’ 04”  Lintang Utara dan 95o  22’  15” – 

96o  42’  45”  Bujur Timur. Yaitu daerah kepulauan terdiri ± 57 buah pulau 

besar dari kecil, panjang pulau simeulue, ± 100, 2 km dan lebar antara 8 – 

28 km. dengan luas wilayah daratan pulau besar dan pulau-pulau kecil 

adalah 212.512 ha. Batasan wilayah Kabupaten Simeulue mencakup : 

- Sebelah Barat : Berbatas dengan Samudera Hindia 

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Samudera Hindia 

- Sebelah Timur : Berbatas dengan Samudera Hindia 

- Sebelah Selatan : pertemuan dengan Samudera Hindia 

  Secara administrasi Kabupaten Simeulue terdiri dari 10 Kecamatan, 

yang terdiri dari : Simeulue Timur, Simeulue Cut, Simeulue Tengah, 

Simeulue Barat, Teupah Tengah, Teupah Barat, Teupah Selatan, Salang, 
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Alafan, dan Teluk Dalam. Memiliki 29 mukim, dan 138 Desa dengan laju 

pertumbuhan penduduk 89.327 jiwa.  

 

4.1.2       Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue 

  Dinas Perhubungan Simeulue yang berada di Kecamatan Simeulue 

Timur Simeulue Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Dishub Kabupaten 

Simeulue memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan 

perhubungan atau transportasi untuk daerah Kabupaten Simeulue, Aceh. 

Fungsi dari Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan 

dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis perhubungan penyelenggaraan 

administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan 

laporan terkait bidang perhubungan. Dishub juga menyiapkan SDM sedini 

mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti 

Sekolah Transportasi Darat (STTD) dan lainnya. Untuk wewenang, 

Dishub memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait 

transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin 

angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan izin trayek 

dan kartu pengawasan angkutan penumpang umum, izin trayek angkutan 

antar jemput, izin operasi angkutan sewa, izin operasi angkutan 

parawisata, surat persetujuan izin trayek (SPIT). Izin operasi (SPIO) 

angkutan taksi antar kota dalam Provinsi dan lainnya. 
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4.1.3      Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue 

a. Misi 

 Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di 

bidang Transportasi, Komunikasi, Informasi dan 

Telematika. 

 Meningkatkan pelayanan Transportasi, Komunikasi, 

Informasi dan Telematika yang aman, lancar tertib dan 

terjangkau 

 Membangun kemitraan dengan berbagai pihak demi 

kesejahteraan masyarakat. 

b. Visi 

 Transportasi lancar, Komintel dan Handal 
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4.1.4     Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Simeulue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Simeulue 
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4.1.5 Total Cakupan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Simeulue 

1. Kategori 

 

Tabel 4.1 

Total Cakupan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Simeulue 

 

No Kategori 

Dosis 

1 2 3 

1. Petugas Publik 3.920 3.550 2.298 

2. SDM Kesehatan 1.628 1.521 1.164 

3. Anak-Anak 8.803 6.655 0 

4. Masyarakat 42.447 37.055 19.273 

5. Remaja 10.428 8.851 496 

6. Lansia 5.183 4.400 2.011 

 

a. SDM Kesehatan 

1 2 3 

1.628 

126.99 % 

1.521 

118.64 % 

1.164 

90.80 % 

 

b. Lansia 

1 2 3 

5.183 

96.25 % 

4.400 

118.64 % 

2.011 

37.34 % 
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c. Petugas Publik 

1 2 3 

3.920 

49.02 % 

3.550 

44.39 % 

2.298 

28.74 % 

 

1 2 3 Total  Suntikan 

72.409 

101.22 % 

62.032 

86.71 % 

25.242 

35.29 % 

159.683 

111.61 % 

 

         Dari data yang didapatkan jumlah target vaksinasi Covid-19 sebanyak 

72.409 di kecamatan Simeulue masyarakat yang telah melakukan vaksin dosis 

pertama telah mencapai 90 % dari data penerima vaksin di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Simeulue data yang diperoleh dari bulan Juni tahun 2021 hingga bulan 

September 2022 terdapat peningkatan pesat dibulan September 2021 hingga 

Desember 2021 terlihat dari waktu kebijakan ini di terapkan yaitu mulai tanggal 

21 September 2021 sehingga dapat dikatakan diawal penerapan kebijakan Vaksin 

Covid-19 ini masyarakat mulai sadar bahwa pentingnya Vaksinasi Covid-19 guna 

untuk kebaikan bersama agar terhidar dari penyakit Virus Covid-19. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1   Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 Terhadap Kepuasan   

    Penumpang Kapal Feri Penyebrangan Simeulue-Meulaboh 

     Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Kebijakan Sertifikat 

Vaksin Covid-19 sudah diimplementasikan oleh Pemerintah terutama 

Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue. Sebagaimana yang telah di 
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sampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Simeulue Bapak Mulyawan 

Rohas, ST  beliau menyampaikan : 

“ Karena sesuai dengan kondisi Negara Indonesia saat ini di landa  

bencana Covid maka dari itu dibuatlah aturan-aturan yang mengatur 

masalah perjalanan orang, baik menggunakan transportasi darat, 

transportasi laut maupun transportasi udara dan itu biasanya 

keputusan dari Satgas Covid-19 kemudian di tindak lanjuti oleh surat 

edaran Menteri Perhubungan seperti orang melakukan perjalanan 

menggunakan kapal harus menunjukkan Sertifikat Vaksin jika tidak 

maka tidak diperbolehkan untuk menaiki kapal gunanya Sertifikat 

Vaksin untuk melihat orang melakukan perjalanan adalah orang-orang 

yang sehat dan jika memang ada arahan dari Dokter tidak bisa 

divaksin karena ada penyakit bawaan, dapat menunjukkan surat 

keterangan Dokter sebagai penganti Sertifikat Vaksin “. (Wawancara 

tanggal 06 April 2022). 

 

  Selanjutnya petugas pelabuhan penyeberangan Simeulue Bapak 

Sahrun mengemukakan kepada penulis : 

“Terkait kebijakan tersebut memang sudah di atur oleh Pemerintah  

dan kami hanya menjalankan kebijakan tersebut seperti masyarakat 

yang hendak melakukan perjalanan dari Simeulue menuju ke 

Meulaboh harus menunjukkan Sertifikat Vaksin jikalau tidak ada 

maka tidak bisa  menaiki kapal “ (Wawancara tanggal 12 Mei 2022). 

 

  Senada dengan hal tersebut, saudara Asrinudin (Petugas pelabuhan 

penyebrangan Simeulue-Meulaboh) mengemukakan : 

“ Kebijakan tersebut memang adanya karena melihat Wabah Covid-19 

yang melanda seluruh Indonesia maka dari itu pemerintah membuat 

kebijakan tentang perjalanan baik perjalanan  udara, darat maupun laut 

dan kami hanya menjalankan tugas tersebut dimana jika seseorang 

ingin melakukan perjalanan maka harus melihatkan Sertifikat Vaksin 

gunanya Sertifikat Vaksin ialah bukti bahwa masyarakat sudah 

melakukan Vaksin dan sudah dinyatakan sehat atau bebas dari Covid-

19 “ (Wawancara tanggal 12 Mei 2022). 

 

 Selanjutnya,  penulis menentukan informan  dari unsur masyarakat 

Simeulue. Informan pertama yang penulis wawancarai adalah Bapak Rahmansyah 

dari desa Nencala, kepada penulis beliau mentayakan bahwa : 
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“Terkait dengan kebijakan pemerintah yang dimana harus melihatkan 

Sertifikat Vaksin jika ingin melakukan perjalanan saya mengetahuinya, 

dimana saya melihat di sosial media Kabupaten Simeulue. Saya setuju 

pemerintah membuat kebijakan tersebut gunanya agar masyarakat tidak 

terkena Covid-19 dimana Indonesia sekarang sedang dilanda Wabah 

Covid-19 tetapi Pemerintah juga harus melaksanakan dengan baik 

peraturan tersebut agar masyarakat paham akan pentingnya Vaksin “ 

(Wawancara tanggal 9 Mei 2022). 

 

 Selanjutnya Ibu Nurhidaya dari Desa Naibos, beliau menyatakan 

kepada penulis : 

“Terkait dengan kebijakan pemerintah yang dimana harus melihatkan 

Sertifikat Vaksin jika ingin melakukan perjalanan saya tidak tauh, 

tetapi jika saya ingin melakukan perjalanan seperti naik kapal dan harus 

menunjukkan Serifikat Vaksin saya setuju karena saya sudah 

melakukan Vaksin dosis pertama dan kedua jadi saya tidak keberatan 

jika diminta harus menunjukkan Sertifikat Vaksin “ (Wawancara 

tanggal 12 Mei 2022). 

 

 Meskipun kebijakan tersebut sudah dilakukan, namun fakta dilapangan 

menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan  

pemerintah yang mengatur perjalananan orang dimana harus menunjukkan 

Sertifikat Vaksin . seperti yang dikemukakan Bapak Zubaidillah dari Desa Air 

Dingin , kepada penulis beliau menyatakan : 

“ saya tidak mengetahui tentang Kebijakan Pemerintah dimana harus 

menunjukkan Sertifikat Vaksin jika ingin melakukan perjalanan seperti 

menaiki kapal, namun  jika saya ingin melakukan perjalanan 

menggunakan kapal dan  di minta harus menunjukkan Sertifikat Vaksin 

saya setuju-setuju saja karena saya juga sudah melakukan Vaksinasi dosis 

pertama maupun kedua namun di sisi lain saya tidak setuju karena akan 

memperlambat proses nya perjalanan tetapi mau gimana lagi saya sebagai 

masyarakat hanya menjalankan apa yang di perintahkan pemerintah 

gunanya juga untuk kebaikan bersama agar tidak ada yang tersebar Virus 

Covid-19 “ (Wawancara tanggal 14 Mei 2022). 

 

           Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat penulis simpulkan bahwa 

Kebijakan Sertifikat Vaksin yang dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan 
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menggunakan kapal feri sudah diterapkan dengan baik meskipun masih ada 

masyarakat yang belum tahu dan begitu paham tentang kebijakan tersebut 

 

4.2.2     Indikator Keberhasilan implementasi Kebijakan Sertifikat Vaksin  

             Covid-19 

4.2.2.1   Sumber Daya 

              Berdasarkan penelitian dilapangan sumber daya yang dimiliki dan ada 

dilapangan dalam kebijakan pemerintah baik sumber daya manusia atau fasilitas 

dan anggaran yang sudah ada, berdasarkan pernyataan yang di sampaikan oleh 

Bapak Mulyawan Rohas, ST  (Kepala Dinas Perhubungan Simeulue) menyatakan: 

“ Terkait sumber daya saat ini terutama sumber daya manusia  

Alhamdulillah sudah memadai dilihat dari skil dan kemampuan kinerja 

para petugas yang cekatan dalam menjalankan tugas serta kerja sama 

antara Dinas dan pihak-pihak  lainnya dan itu akan mempermudah dalam 

menerapkan Kebijakan Sertifikat Vaksin dimana dijadikan syarat untuk 

melakukan perjalanan” (wawancara tanggal 06 april 2022). 

 

Selanjutnya Bapak sahrun sebagai petugas pelabuhan penyebrangan Simeulue-

meulaboh menyampaikan : 

“Kami hanya menyediakan fasilitas seperti tempat dimana jika masyarakat 

masih ada yang belum Vaksin maka dari itu Pemerintah membuat Posko 

Vaksinasi didekat pelabuhan penyebrangan gunanya agar mempermudah 

masyarakat jika belum melakukan Vaksinasi dan langsung divaksin di 

tempat tersebut jika masyarakat mau melakukan perjalanan jika tidak mau 

divaksin maka tidak bisa menaiki kapal “ (Wawancara tanggal 13 Mei 

2022). 

 

 

            Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas, dapat 

penulis simpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki dalam menerapkan 

Kebijakan Sertifikat Vaksin sejauh ini sudah sangat mendukung dan memadai 

dilihat dari skil dan kemampuan kinerja para petugas serta kerja sama berbagai 
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pihak dan itu akan mempermudah dalam menerapkan Kebijakan Sertifikat Vaksin 

tersebut. 

 

4.2.2.2  Komunikasi 

              Berdasarkan hasil penelitian , dalam proses komunikasi terkait dengan 

Kebijakan Pemerintah wajib menunjukkan Sertifikat Vaksin jika ingin melakukan 

perjalanan seperti ingin menaiki kapal sudah dilakukan sebagaimana diharapkan, 

meskipun masih terdapat tantangan seperti masyarakat yang masih ragu untuk 

melakukan Vaksinasi. Seperti yang di sampaikan oleh Bapak Mulyawan Rohas 

S.T (Kepala Dinas Perhubungan Simeulue) : 

“Setiap aturan pasti ada pro dan kontra di tengah masyarakat dan itu sudah 

menjadi hal yang biasa solusinya adalah harus di jelaskan kepada 

masyarakat seperti sosialisasi yaitu bertatap muka langsung dengan 

masyarakat dan menjelaskan bahwa pentingnya melakukan Vaksinasi di 

era Indonesia yang sedang dilanda Wabah Covid-19 meskipun ada 

masyarakat yang masih ragu untuk melakukan vaksin karena mendengar 

berita-berita hoax seperti Vaksin itu mengandung kulit dari babi dan 

banyak masyarakat tidak mau di vaksin karena sudah mendengar berita 

tentang efek samping setelah melakukan Vaksinasi. Dan kami pun 

menjelaskan dan memberi pemahaman  kepada masyarakat agar 

masyarakat mau melakukan Vaksinasi tetapi sekarang pelan-pelan 

masyarakat tentunya sudah mulai paham karena aturan tersebut tidak disini 

saja tapi berlakunya diseluruh Indonesia” (Wawancara tanggal 06 April 

2022). 

 

 Selanjutnya Bapak Sahrun (Petugas Pelabuhan Penyebrangan 

Simeulue) kepada penulis mengemukakan : 

“ Untuk sosialisasi terkait dengan Kebijakan Pemerintah dimana harus 

menunjukkan Sertifikat Vaksin jika ingin melakukan perjalanan seperti 

menaiki kapal merupakan tugas dari Satgas Covid atau Dinas terkait, 

namun kami juga diberi tugas untuk menjelaskan dan memberi 

pemahaman kepada masyarakat yang belum Vaksin agar mau divaksin jika 

ingin melakukan perjalanan seperti menaiki kapal dan masih ada juga 

masyarakat yang masih belum paham tentang pentingnya Vaksinasi di era 

Wabah Covid 19 ini “ (Wawancara tanggal 13 Mei 2022). 
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            Selanjutnya, guna mengkaji perspektif masyarakat, penulis juga 

mewawancarai ibu Yusrianita salah seorang masyarakat Simeulue yang bersedia 

menjadi informan dan kepada penulis menyampaikan : 

“Dalam penyampaian informasi pemerintah langsung turun kelapangan 

dan menjelaskan kepada masyarakat  betapa pentingnya melakukan 

Vaksinasi yang dimana Sertifikat Vaksin itu bukan hanya saja persyaratan 

untuk mengambil bantuan sembako atau bantuan lainnya yang ada didesa 

namun juga penting untuk melakukan perjalanan seperti naik kapal yang 

dimana jika naik kapal harus sudah divaksin jika tidak maka tidak 

diperbolehkan untuk menaiki kapal”(wawancara 16 Mei 2022). 

 

            Berdasarkan uraian para informan, penulis  menyimpulkan bahwa  

kebijakan pemerintah di komunikasikan melalui pendekatan-pendekatan yang 

tepat guna meraih hasil yang di inginkan. Prilaku masyarakat salah satu hambatan 

dalam proses ini sehingga membutuhkan pendekatan khusus agar masyarakat 

mampu memahami sehingga bersedia untuk bekerjasama. Dari keseluruhan proses 

yang telah dijalankan, aspek komunikasi dalam Kebijakan Sertifikat Vaksin sudah 

menunjukkan hasil yang baik, meskipun  ada masyarakat yang masih belum 

melakukan Vaksinasi. 

 

4.2.2.3  Disposisi 

             Setiap petugas sangat mendukung Kebijakan Sertifikat Vaksin yang 

dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan seperti menaiki kapal dikarenakan 

untuk kebaikan bersama agar kita semua terhindar dari wabah Virus Covid -19 ini. 

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mulyawan Rohas, ST 

(Kepala Dinas Perhubungan Simeulue) : 

“ Tidak ada keterpaksaan dalam kebijakan tersebut dimana itu merupakan 

tugas pemerintah terutama oleh  Dinas Perhubungan dan satgas Covid-19 

dan gunanya juga untuk kebaikan bersama agar kita semua bebas dari 
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Covid-19 yang lagi melanda seluruh Indonesia” (Wawancara tanggal 06 

April 2022). 

 Selanjutnya Bapak Sahrun (Petugas Pelabuhan Penyebrangan 

Simeulue) menyampaikan : 

“Dari petugas sendiri tidak merasa keberatan dalam pelaksanaan kebijakan 

tersebut dimana kami hanya menjalankan tugas dari atasan dan kebijakan 

tersebut juga bermanfaat bagi semua orang karena diera Wabah Covid-19 

ini kita semua harus menjaga kesehatan maka dari itu pemerintah 

membuat persyaratan pelaku perjalanan dimana harus menunjukkan 

Sertifikat Vaksin jika hendak melakukan perjalanan naik kapal” 

(Wawancara tanggal 12 Mei 2022) 

 

           Selanjutnya, Bapak Agusniwar (Masyarakat Simeulue) menyampaikan : 

“ pelayanan nya baik, saya di layani dengan ramah jika saya tidak 

mengerti cara menujukkan sertifikat vaksin” (Wawancara tanggal 16 Mei 

2022). 

            Berdasarkan penjelasan informan,  dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap 

petugas sangat mendukung penerapan Kebijakan Sertifikat Vaksin dimana 

dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal feri dikarenakan 

untuk kebaikan bersama agar mengurangi penyebaran Virus Covid 19 yang lagi 

melanda seluruh Indonesia.  

 

4.2.2.4  Struktur Birokrasi 

              Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan 

pemerintahan Bapak Mulyawan Rohas, ST (Kepala Dinas Perhubungan 

Simeulue) menyampaikan : 

“Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah tentang wajib Sertifikat Vaksin jika 

ingin melakukan perjalanan sudah sangat jelas di atur sebagaimana yang 

tertuang dalam surat edaran dari Pemerintah Kabupaten Simeulue, Nomor 

440/223/2021, tentang persyaratan pelaku perjalanan. Dan itu sudah 

dilaksanakan sebagaimana diharapkan karena kerjasama berbagai pihak, 
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namun masih ada juga masyarakat yang masih belum paham betapa 

pentingnya melakukan Vaksinasi diera Covid 19 ini” (Wawancara tanggal 

06 April 2022). 

 

 

            Berdasarkan penyampaian informan yang di atas dapat penulis simpulkan 

struktur birokrasi pelaksana tentang persyaratan pelaku perjalanan sejauh ini 

sudah baik meskipun masih diharapkan ada peningkatan baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas personil.  

 

4.3.3  Tantangan dan Dukungan Dalam Menerapkan Kebijakan Sertifikat    

          Vaksin Covid-19 di Pelabuhan Feri Simeulue 

           Berdasarkan uraian dari informan penulis merangkum beberapa tantangan 

dan dukungan dalam pelaksanaan persyaratan pelaku perjalanan menggunakan  

kapal Penyebrangan Feri Simeulue-Meulaboh. Beberapa diantaranya sebagaimana 

pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Mulyawan Rohas, ST (Kepala Dinas 

Perhubungan Kabupaten Simeulue), beliau menyampaikan : 

“ Banyak tantangan dan rintangan dalam kebijakan tersebut dimana 

masyarakat masih ada yang menolak untuk  tidak melakukan Vaksinasi 

karena masih banyak masyarakat yang belum percaya bahwa Covid itu ada 

namun kami dan para petugas lainnya menjelaskan pelan-pelan kepada 

masyarakat tentang pentingnya melakukan vaksinasi diera Wabah Covid- 

19 ini, untuk mempermudah masyarakat yang belum melakukan Vaksinasi 

jika ingin menaiki kapal saya pernah membuat posko didekat Pelabuhan 

Feri Simeulue gunanya untuk jika masyarakat yang belum Vaksin maka 

bisa vaksin di posko tersebut agar mempercepat perjalanan kapal” 

(Wawancara tanggal 06 April 2022). 

 

             Hal senada yang disampaikan oleh Bapak sahrun (Petugas Pelabuhan Feri 

Penyebrangan Simeulue-Meulaboh), ia menyampaikan : 

“ Tantangan yang kami hadapi ialah masyarakat masih ada yang menolak 

tentang kebijakan tersebut dimana jika ingin melakukan perjalanan seperti 

naik kapal harus menunjukkan Sertifikat Vaksin karena sebagian 

masyarakat masih ada masyararakat yang belum divaksin tetapi kami 

menjelaskan kepada masyarakat bahwa kebijakan tersebut dari pemerintah 
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dan harus dipatuhi. Sedangkan dukungannya ialah Sumber daya yang 

memadai seperti dana, sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai 

sehingga mempermudah masyarakat jika ingin melakukan vaksinasi” 

(Wawancara tanggal 12 Mei 2022). 

 

            Selanjutnya, Saudara Asrinudin  (Petugas Pelabuhan Feri Penyebrangan 

Simeulue-Meulaboh), ia menyampaikan : 

“ Terkait kendala dalam mencetak Sertifikat Vaksin sebenarnya tidak 

terlalu rumit, karena sebelum masyarakat di vaksin pasti sudah di data 

terlebih dahulu dan akan diminta nomor hp yang nantinya akan ada datang 

sms kenomor hp tersebut dan itu tandanya kita sudah melakukan vaksinasi 

Covid-19 selanjutnya sudah bisa dicetak Sertifikat Vaksin di aplikasi 

PeduliLindungi, dan untuk mendaftar di aplikasi tersebut hanya 

memasukkan nomor hp yang terdaftar tadi dan juga Nik masing-masing” 

(Wawancara tanggal 12 Mei 2022). 

 

 Berdasarkan penyampaian dari informan dapat penulis simpulkan 

bahwa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Kebijakan Sertifikat Vaksin 

adalah prilaku masyarakat yang masih belum percaya akan adanya Covid-19. 

Serta dukungan yang dimiliki adalah SDM yang memadai, prosedur kerja dari 

Dinas Perhubungan yang sangat memudahkan, adanya bantuan fasilitas dari 

Pelabuhan Simeulue serta dukungan dari instansi terkait. 
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               BAB V 

PEMBAHASAN 

 

5.1  Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 Terhadap Kepuasan Penumpang 

Kapal Feri  Penyebrangan Simeulue-Meulaboh 

Pandemi Covid-19 membuat nama Vaksin sering diperbincangkan, padahal 

Vaksin bukan hal baru dalam dunia kesehatan. Di Indonesia, beragam jenis 

Vaksin telah digunakan selama puluh tahun termasuk dalam program imunisasi 

rutin yang dilakukan sejak bayi baru lahir. Vaksin merupakan produk biologi 

yang mengandung antigen yang jika diberikan kepada manusia akan segera aktif 

mengembangkan kekebalan khusus terhadap penyakit tertentu. Berbagai Negara 

termasuk Indonesia, sedang mengembangkan Vaksin, yang sangat cocok untuk 

pencegahan virus covid-19 ini. Tujuan dengan dibuatnya Vaksin ialah untuk 

mengurangi penyebaran penyakit Virus Covid-19, menurunkan angka kematian 

dan kesakitan akibat Virus Covid-19.  

Menurut Menteri Kesehatan, Vaksin Covid-19 memiliki tiga manfaat, 

termasuk didalam adalah menambah kekebalan setiap orang yang divaksinasi 

secara langsung, jika jumlah penduduk yang divaksinasi banyak, maka sistem 

kekebalan penduduk akan memberikan perlindungan bagi mereka yang belum di 

Vaksinasi atau belum menjadi populasi sasaran Vaksin (yudho winanto,2020).  

Pandemi Covid-19 memang belum berakhir, namun kondisi penyebarannya 

sudah meredah dan terkendali. Daerah yang angka penularan/jumlah kasus baru 

yang masih tinggi, tetap diberlakukan Kebijakan PPKM level 3-4, sedangkan 

mayoritas jumlah orang yang terpapar perhari masih rendah (<10 kasus) 
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ditetapkan menjadi level 1-2. Namun jumlah angka kematiannya masih cukup 

tinggi secara nasional, sehingga masih perlu pengaturan perjalanan/mobilitas 

orang dalam bertransportasi darat, laut, udara dan kereta api. Dalam rangka 

pemantauan serta pengendalian dan evaluasi terhadap penyebaran/penularan 

Virus Covid 19, semenjak dikeluarkan kebijakan vaksinasi oleh Kementerian 

Perhubungan Nomor: SE 110 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Selama Periode Natal 

Dan Tahun Baru 2022 Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) dapat diterima masyarakat Simeulue dan membuat masyarakat merasa 

nyaman di Era Wabah Covid-19 yang masih melanda Indonesia. 

 

 

Gambar 5.1 

Kebijakan pemerintah simeulue kepada masyarakat sebelum menaiki kapal 
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Gambar 5.2 Contoh Sertifikat Vaksin Covid-19 Dosis Pertama 

 

5.2 Indikator Keberhasilan Implementasi Kebijakan Sertifikat Vaksin  

      Covid-19 

5.2.1  Sumber Daya 

          Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengemukakan bahwa sumber daya 

yang dimiliki dalam menerapkan kebijakan sertifikat Vaksin sudah baik meskipun 

masih membutuhkan peningkatan. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat 

didukung oleh SDM yang siap dan handal. Seperti halnya sarana dan prasarana 

serta fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.  

          Selain SDM yang handal, tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan 

implementasi Kebijakan Sertifikat Vaksin tidak lepas dari skil dan kemampuan 

serta pengetahuan yang dimiliki para petugas dalam menjalankan kebijakan 

tersebut, kerja sama berbagai pihak sehingga dapat memudahkan dalam 

menerapkan Kebijakan Sertifikat Vaksin yang dimana dijadikan syarat untuk 

melakukan perjalanan menggunakan kapal feri. 
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5.2.2  Komunikasi 

          Komunikasi yang telah dilakukan sejauh ini sudah berjalan lancar dan baik 

dilapangan, serta sudah mencapai titik terang dalam hal penyampaian program 

Vaksinasi sehingga masyarakat mulai sadar bahwa pentinya melakukan Vaksinasi. 

Dinas Perhubungan Simeulue dan para Satgas Covid-19 terjun langsung dalam 

memberikan pemahaman dan penjelasan bahwa pentingnya melakukan Vaksinasi 

di era Wabah Covid-19 ini. Dinas perhubungan simeulue juga menjelaskan bahwa 

pentingnya melakukan Vaksinasi ialah dimana jika orang melakukan perjalanan 

seperti menaiki kapal harus menunjukkan Sertifikat Vaksin dimana orang-orang 

yang melakukan perjalanan ialah orang-orang yang sehat dan kebijakan tersebut 

juga bukan hanya di Kabupaten Simeulue tetapi Di seluruh Indonesia.  

        Dinas Perhubungan Simeulue dan Satgas Covid-19 bekerja sama untuk 

membuat posko didekat Pelabuhan feri simeulue gunanya untuk memudahkan 

masyarakat yang belum melakukan Vaksinasi langsung divaksin di tempat 

tersebut dan jika masyarakat tidak mau melakukan Vaksinasi maka tidak 

diperbolehkan untuk melakukan perjalanan menaiki kapal feri, kemudian bagi 

pelaku perjalanan yang tidak memenuhi syarat karena alasan medis, dapat 

menujukkan Surat Keterangan Dokter sebagai pengganti Sertifikat Vaksin.  
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Gambar 5.3 Posko Vaksinasi di Pelabuhan Feri Kabupaten Simeulue 

  

5.2.3  Disposisi (Sikap Pelaksana) 

          Selama melakukan penelitian, penulis juga mengamati para pelaksana 

Kebijakan Sertifikat Vaksin. Hasil penulis dapatkan ialah setiap petugas sudah 

menguasai dan mahir dalam melakukan kebijakan tersebut sehingga hal tersebut 

memberikan dampak positif terhadap pelayanan kepada masyarakat seperti 

menjadikan pelayanan lebih mudah, cepat dan tepat. 

         Petugas menunjukkan sikap pelayanan yang baik melalui pelayanan yang 

responsif.  Setiap masyarakat yang hendak melakukan perjalanan seperti menaiki 

kapal petugas akan menjelaskan dan memberi pemahaman yang mudah 

dimengerti masyarakat bahwa harus menunjukkan Sertifikat Vaksin jika ingin 

menaiki kapal dan jika masyarakat yang belum divaksin atau yang belum 

memiliki Sertifikat Vaksin maka akan akan divaksin terlebih dahulu agar bisa 

menaiki kapal tersebut, dan jika masyarakat yang masih belum paham cara 
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mendownload Sertifikat Vaksin maka para petugas memberi penjelasan kepada 

masyarakat bagaimana cara mendapatkan Sertifikat Vaksin bagi yang sudah 

divaksin seperti contoh mendownload aplikasi peduli lindungi maka disitu sudah 

ada Sertifikat Vaksin bagi yang sudah divaksin. Hal tersebut tentunya 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan semenjak hadirnya kebijakan Sertifikat 

Vaksin menjadi lebih baik serta memberi dampak positif bagi masyarakat 

sehingga para petugas dapat bekerja secara lebih baik.  

 

5.2.4  Struktur Birokrasi 

         Struktur birokrasi pelaksana Kebijakan Sertifikat Vaksin sejauh ini sudah 

mampu menghasilkan kinerja yang positif melalui koordinasi yang baik antar 

petugas. Namun para petugas masih mengharapkan adanya tambahan personil 

untuk semakin melengkapi dan untuk memudahkan perjalanan. Hal tersebut 

karena penumpang Kapal Pelabuhan Simeulue rata-rata bisa mencapai 300 jiwa 

lebih yang melakukan perjalanan menggunakan kapal feri sehingga membutuhkan 

waktu lama jika harus menunjukkan Sertifikat Vaksin, maka dari itu harus 

menambah personil petugas pelabuhan agar lebih memudahkan dan mempercepat 

perjalanan. 

 

5.3  Tantangan dan Dukungan dalam Menerapkan Kebijakan Sertifikat    

       Vaksin covid-19 di Pelabuhan Feri Simeulue 

 

 5.3.1  Tantangan  

           Masyarakat merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh 

petugas dalam menerapkan Kebijakan Sertifikat Vaksin di Pelabuhan Feri 

Simeulue, dikarenakan masyarakat masih belum percaya adanya penyakit Covid-
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19 dan tidak mau melakukan Vaksinasi dan petugas harus menjelaskan pelan-

pelan kepada masyarakat bahwa pentingnya Vaksinasi di era Wabah Covid-19 ini 

dan itu bukan hal yang mudah untuk meyakinkan masyarakat agar mau divaksin, 

masih banyak masyarakat yang menolak karena memang masyarakat masih belum 

percaya dan mendengar berita-berita hoax sehingga masyarakat semakin tidak 

mau divaksin, namun sekarang pelan-pelan masyarakat sudah mulai paham 

bagaimana pentingnya vaksinasi di era Wabah Covid-19 ini dan itu berkat kerja 

keras petugas dan pihak terkait dalam meyakinkan masyarakat. 

 

5.3.2  Dukungan 

          Adapun beberapa hal yang menjadi dukungan dalam pelaksanaan Kebijakan 

Sertifikat Vaksin yaitu : 

a. SDM yang handal 

Sumber daya manusia yang handal merupakan salah satu dukungan yang 

dimiliki para petugas pelabuhan feri Simeulue. Selama melakukan 

penelitian bukan hanya Dinas perhubungan atau Satgas Covid-19 yang 

terlibat dalam menerapkan kebijakan tersebut namun petugas pelabuhan, 

pihak kepolisian, TNI dan Dinas Kesehatan juga ikut bekerja sama dalam 

menerapkan kebijakan tersebut seperti membantu masyarakat yang belum 

melakukan Vaksinasi dan itu sangat memudahkan petugas dalam 

menerapkan Kebijakan Sertifikat Vaksin di Pelabuhan Simeulue. 

 

b. Bantuan fasilitas serta dukungan dari instansi terkait 

Dalam proses pelaksanaan Kebijakan Sertifikat Vaksin, Dinas 

Perhubungan Simeulue bekerja sama dengan para petugas Pelabuhan 

Simeulue seperti Dinas Perhubungan Simeulue yang ingin membuat Posko 
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Vaksinasi didekat pelabuhan untuk mempermudah masyarakat yang belum 

divaksin dan para petugas Pelabuhan Feri Simeulue memfasilitasi seperti 

sarana dan prasarana tempat yang luas untuk membuat Posko Vaksinasi 

dan itu sangat mempermudah dalam menerapkan Kebijakan Sertifikat 

Vaksin. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.3 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Kebijakan Sertifikat Vaksin Covid-19 di Dinas Perhubungan Simeulue 

sudah diimpelementasikan dengan baik terbukti dengan telah 

memadainya setiap indikator keberhasilan seperti Sumber Daya 

(Manusia, Wewenang, Fasilitas dan Anggaran), Komunikasi, Disposisi 

(Sikap Pelaksana) dan struktur birokrasi serta masyarakat yang sudah 

90 % melakukan vaksinasi dosis pertama. Manfaat semenjak hadirnya 

Kebijakan Sertifikat Vaksin berupa untuk kebaikan bersama yakni 

orang yang melakukan perjalanan ialah orang-orang yang sehat dan 

bebas dari penyakit Covid-19. 

2. Adapun tantangan yang dihadapi dalam Kebijakan Sertifikat Vaksin 

diantaranya prilaku masyarakat yang masih belum percaya akan 

adanya penyakit Covid-19 ini. Namun dalam pelaksanaannya 

Kebijakan Sertifikat  vaksin juga didukung oleh sumber daya yang 

handal, serta adanya bantuan fasilitas dan anggaran dari Pemerintah 

sehingga mempermudah dalam melakukan Vaksinasi. 
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6.4 Saran 

      Berdasarkan kesimpulan penenelitian, beberapa saran yang dapat penulis 

demi perbaikan kedepan diantaranya : 

1. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan Simeulue agar dapat menambah 

personil petugas pelabuhan penyebrangan Simeulue agar dapat 

memudahkan dalam menerapkan Kebijakan Sertifikat Vaksin tersebut dan 

agar petugas tidak kualahan dalam melayani banyaknya masyarakat yang 

hendak melakukan perjalanan dari Simeulue menuju Meulaboh. 

2. Di harapkan kepada Dinas Perhubungan Simeulue agar lebih fokus dalam 

membangun pelabuhan feri yang berada di Kecamatan Alafan  karena itu 

akan memudahkan masyarakat yang berada jauh dari kota Sinabang ingin 

melakukan perjalanan menggunakan kapal feri, karena masyarakat 

Simeulue rata-rata melakukan perjalanan luar Simeulue menggunakan 

kapal feri. 
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Lampiran 3. Pedoman Wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Teori Keberhasilan Implementasi Kebijakan Edward III 

1. Sumber Daya (Manusia, Kewenangan, , Fasilitas) 

2. Komunikasi 

3. Disposisi 

4. Struktur Birokrasi 

 

Sumber Daya 

 Manusia 

1. Apa yang anda ketahui tentang Covid 19 ? 

2. Apa yang anda ketahui tentang vaksinasi ? 

3. Menurut anda, apa tujuan dari melakukan vaksinasi ? 

4. Dari mana masyarakat mengetahui tentang informasi tentang kebijakan 

sertifikat vaksin yang dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan, 

contohnya naik kapal ? 

5. Dengan kebijakan tersebut apakah pelayanannya semakin mudah atau 

malah berbelit-belit ? 

6. Apakah pemerintah sudah menerapkan dengan baik kebijakan 

sertifikat vaksin tersebut ? 

7. Apa saja tantangan dalam menerapkan kebijakan sertifikat vaksin 

tersebut ? 

 

 Kewenangan 

1. Apakah pemerintah kabupaten Simeulue memiliki kewenangan untuk 

menerapkan kebijakan sertifikat vaksin ? 

2. Apakah ada landasan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan 

kebijakan sertifikat vaksin ? 

 

 



 
 

 

 Fasilitas  

1. Fasilitas apa saja yang diperlukan dalam menerapkan kebijakan 

sertifikat vaksin yang di mana dijadikan syarat untuk melakukan 

perjalanan menggunakan kapal feri ? 

2. Adakah pemerintah daerah/pusat memberikan bantukan berupa sarana 

dan prasarana pendukung dalam menerapkan kebijakan  sertifikat 

vaksin yang dimana dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan 

menggunakan kapal feri ? 

3. Apakah ketersediaan fasilitas/sarana dan prasarana dalam menerapkan 

kebijakan sertifikat vaksin dimana dijadikan syarat untuk melakukan 

perjalanan menggunakan kapal feri sesuai dengan yang dibutuhkan ? 

 

Komunikasi 

1. Bagaimana cara pemerintah dalam berinteraksi (komunikasi) kepada 

masyarakat bahwa pentingnya vaksinasi ? 

2. Apakah sudah dilakukan komunikasi berupa sosialisasi kepada 

masyarakat terkait kebijakan sertifikat vaksin ? 

3. Apakah kebijakan sertifikat vaksin memberikan dampak positif bagi 

proses interaksi baik dengan instansi terkait maupun masyarakat ? 

 

Disposisi  

1. Apakah anda mendukung kebijakan sertifikat vaksin dimana dijadikan 

syarat untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal feri ? 

2. Apakah dengan adanya kebijakan tersebut proses pelayanan lebih 

cepat dan mudah  atau malah memakan waktu yang lama ? 

 

Struktur Birokrasi  

1. Bagaimana pemerintah dalam memberikan pelayanan atau 

memberikan arahan dalam pelaksanaan kebijkaan sertifikat vaksin ? 

2. Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan kebijakan sertifikat vaksin? 

3. Apakah penerapan kebijakan sertifikat vaksin sudah berjalan sesuai 

aturan yang ditetapkan ? 



 
 

 

4. Bagaimana standar operasional pelaksana (SOP) dalam menerapkan 

kebijakan sertifikat vaksin ? 

 

 Apa saja tantangan dan dukungan dalam menerapkan kebijakan 

sertifikat vaksin yang dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan 

menggunakan kapal feri ? 

 

Masyarakat/Penumpang 

1. Apakah anda sudah melakukan vaksinasi dosis pertama maupun dosis 

kedua ? 

2. Apakah ada melakukan vaksinasi tersebut dengan kemauan sendiri 

atau disuruh pemerintah ? 

3. Apakah masyarakat  mengetahui tentang kebijakan sertifikat vaksin 

yang dijadikan syarat untuk melakukan perjalanan menggunakan kapal 

feri ? 

4. Bagaimana tanggapan masyarakat  dengan kebijakan tersebut ? 

5. Apakah penerapan kebijakan sertifikat vaksin memberi dampak positif 

bagi proses interaksi baik dengan instansi maupun masyarakat ? 
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